BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015

Menimbang

TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa dengan  diundangkannya  Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82
Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, dan berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-
XII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 ketentuan
Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf ¢
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa terkait dengan persyaratan Calon Kepala Desa
yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat
tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu)
tahun sebelum pendaftaran dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015
tentang Desa perlu dilakukan penyesuaian;
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

1.

dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa.

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Republik
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturn Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1221); '
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
66 Tahun 2017 {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1222);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13
Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat
Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 34} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
53);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri
D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2011 Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa {Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan

BUPATI LAMONGAN
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomeor 3

Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah,
angka 27 dihapus dan setelah angka 27 ditambah
6 (enam) angka, yakni angka 28, angka 29, angka
30, angka 31, angka 32 dan angka 33, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan:

1. Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah
Kabupaten Lamongan.

2. Bupati adalah Bupati Lamongan.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak ‘tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa. _

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa
yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
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Perangkat Desa adalah unsur staf yang
membantu Kepala Desa dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas
Kepala Desadalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan
unsur kewilayahan.
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa adalah. musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang
selanjutnya disingkat RKP Desa adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang
mempunyai  kegiatan  utama  pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman Perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
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keuangan tahunan pemerintahan Negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat
APBD Provinsi adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa
Timur, dan ditetapkan dengan peraturan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan
DPRD Kabupaten Lamongan, dan ditetapkan
dengan peraturan Daerah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraah pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD
adalah dana perimbangan yang diterima Daerah
dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang
berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau
diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan
hak lainnya yang sah.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa
berupa barang bergerak dan barang tidak
bergerak. '

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya
disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
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25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan,

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui  penetapan  kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

26. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan
kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat.

27. Dihapus.

28. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala
Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam
Pemilihan Kepala Desa.

29. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim
yang diucapkan dalam sidang pengadilan
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

30. Tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
tindak pidana.

31. Terdakwa adalah seorang tersangka yang
dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

32. Terpidana adalah seorang yang dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

33. Hari adalah hari kerja.

Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah dan setelah
ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5),
sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

{1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara
serentak di Daerah.

(2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan
secara bergelombang. '

(3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
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a. pengelompdkan waktu bérakhirnya masa

jabatan Kepala Desa;

b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
c. ketersediaan pegawai negeri sipil Pemerintah

Daerah yang memenuhi syarat untuk diangkat
menjadi Penjabat Kepala Desa.
Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6
(enam) tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu
pemilihan Kepala Desa secara Dbergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Bupati. ' '

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 36

Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas meliputi :

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan tingkat Daerah;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa terhadap panitia
pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak
suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan
pembuatan kotak suara serta perlengkapan
pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara
dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada
panitia pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan
pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta
membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.

Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat {2) huruf ¢, huruf d dan huruf e
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pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa
yang diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

()

Pasal 42

Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam
pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan
suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17
(tujuh  belas) tahun atau sudah/pernah
menikah,;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu
jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya ©
(enam) bulan sebelum disahkannya daftar
pemilih sementara yang dibuktikan dengan
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau
Surat Keterangan Penduduk.

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih

ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan
hak memilih.

Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data

penduduk di Desa.

Pemutakhiran data penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat {4), dilakukan karena:

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai
dengan hari dan tanggal pemungutan suara
pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas)
tahun;

b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun
sudah/pernah menikah;

c. telah meninggal dunia;

d. pindah domisili ke Desa lain; dan

e. belum terdaftar.

Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), panitia pemilihan menyusun dan

menetapkan daftar pemilih sementara.
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(7) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat () diumumkan oleh panitia pemilihan
pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(8) Jangka  waktu  pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) selama 3 (tiga) hari.

(9) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) pemilih atau anggota keluarga dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan
nama dan/atau identitas lainnya, dan dapat
memberikan informasi lainnya.

(10) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), pemilih atau anggota keluarga dapat
memberikan informasi yang meliputi:

a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa
tersebut;

c. pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17
(tujuh belas) tahun; atau

d. pemilih yaﬁg sudah terdaftar tetapi sudah tidak
memenuhi syarat sebagai pemilih.

(11) Apabila usul dan informasi sebagaimana
dimaksud -pada ayat (10} diterima, panifia
pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar
pemilih sementara.

Ketentuan Pasal 45 huruf g dihapus dan huruf p
diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia  Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka
Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 {dua puluh lima) tahun
pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

dihapus;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

5 09
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i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan vyang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;

j- tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga)

kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun

tidak berturut-turut; dan

m. berkelakuan baik, jujur, dan adil,

bersédia dan sanggup menjalankan kewajiban

sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-

undangan,;

0. sanggup bertempat tinggal di Desa yang
bersangkutan; dan

p. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang
berwenang apabila calon berasal dari Pegawai
Negeri Sipil/Perangkat Desa /TNI/Polri.

—

B

Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 di sisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

-Pasal 52A

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan
sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh
suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon
terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan
suara sah yang lebih luas.

(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati. '

Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 di sisipkan 2 (dua)
Pasal yakni Pasal 53A dan Pasal 53B sehingga
berbunyi sebagali berikut:



(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)
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Pasal 53A

Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia,
berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan
alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan,
calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah
Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala
Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil
pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

‘Pasal 53B

Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
tersangka dan diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima} tahun sebelum pelantikan,
calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme,
makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap
dilantik menjadi Kepala Desa dan pada
kesempatan pertama Bupati  memberhentikan
sementara yang bersangkutan dari jabatannya
sebagai Kepala Desa.

Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
terdakwa dan diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register
perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon
terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan
pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan
sementara yang bersangkutan dari jabatannya
sebagai Kepala Desa.

Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
terpidana dan diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih
tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada
kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang
bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa
dan mengangkat pegawai negeri sipil dari
Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.



(5)

(6)
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Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang
tidak hadir pada saat pelantikan diangggap
mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang
dapat dibenarkan.

Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal pelantikan.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala
Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil
pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui
Musyawarah Desa.

Ketentuan Pasal 56 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 56
berbunyi:

(1)

(2)

(3)

Pasal 56

Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam
pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin
tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatannya selama
menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagail
pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai
negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa
dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber
dari APBDes.

Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 57

Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan
dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun,
Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari
Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa
sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar
waktu hasil Musyawarah Desa.



10.

(2)

(3)

(4)

(5)

-15-

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, hak,
kewajiban, dan larangan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan
ditetapkannya Kepala Desa.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan
sejak Kepala Desa diberhentikan.

Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui
Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal
pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan
Kepala Desa yang diberhentikan.

Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 di sisipkan 4 (empat)
Pasal yakni Pasal 57A, Pasal 57B, Pasal 57C dan Pasal
57D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 57A

Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia
pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa.

Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri
atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, jumlahnya
disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan
APBDes.

Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu
sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab
kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 57B

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57A ayat (3) melakukan penjaringan dan
penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi
calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua)
orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
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Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih

dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi

tambahan.

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) terdiri atas:

a. memiliki pengalaman bekerja di lembaga
pemerintahan;

b. tingkat pendidikan; dan/atau

c. persyaratan lain.

Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan

kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan

memperpanjang waktu pendaftaran selama 7

(tujuh) hari.

Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap

kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan

Permusyawaratan Desa menunda pelaksanaan

Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai

dengan waktu vyang ditetapkan oleh Badan

Permusyawaratan Desa.

Ketentuan mengenai penjaringan dan penyaringan

bakal calon Kepala Desa antar waktu diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57C

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan
melalui tahapan:

a. p'ersiapan;

b. pelaksanaan; dan

¢. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa
antar waktu oleh Badan Permusyawaratan
Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari terhitung sejak Kepala Desa
diberhentikan;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban
APBDes oleh panitia pemilihan kepada
Penjabat Kepala Desa paling lama dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak panitia terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh
Penjabat Kepala Desa paling lama dalam
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jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak digjukan oleh panitia pemilihan;
pengumuman dan pendaftaran bakal calon
Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam
jangka waktu 15 (lima belas) hari;

penelitian kelengkapan persyaratan
administrasi bakal calon oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
dan _

penetapan calon Kepala Desa antar waktu
oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua)
orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang
calon ‘yang dimintakan pengesahan
Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai
calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah
Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
P
pada ayat (1} huruf b meliputi:

(4)

a.

penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin
oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa
yang teknis pelaksanaan  pemilihannya
dilakukan oleh panitia pemilihan;

pengesahan calon Kepala Desa yang berhak
dipilih oleh Musyawarah Desa melalui
musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara;

pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh
panitia pemilihan dan peserta Musyawarah
Desa  melalui mekanisme  musyawarah
mufakat atau melalui pemungutan suara yang
telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa
oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah
Desa; dan

pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah
Desa.

Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf ¢ yang mempunyai hak pilih
terdiri dari:

® ™o po o

Badan Permusyawaratan Desa;
RW;

RT;

Karang taruna;,

PKK tingkat Desa;

Posyandu; dan

Perangkat Desa.
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Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ meliputi :

a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui
Musyawarah Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7
(typuh) hari setelah Musyawarah Desa
mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil
Musyawarah Desa oleh ketua Badan
Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima
laporan dari panitia pemilihan;

c. penerbitan  keputusan  Bupati tentang
pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa
terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya laporan dari Badan
Permusyawaratan Desa; dan

d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan
keputusan pengesahan pengangkatan calon
Kepala Desa terpilih dengan urutan acara
pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

antar waktu dapat dipersingkat dengan

mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang
pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan

Bupati.

Pasal 57D

Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan
laporan calon Kepala Desa terpilih hasil
Musyawarah Desa kepada Bupati.

Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
keputusan Bupati.

Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui
Musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.

Ketentuan Pasal 59 ayat (2) b dan huruf g diubah dan
di antara ayat (3) dan ayat (4) di sisipkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 59
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 59

Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik
ataul mental, tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter yang berwenang ~dan/atau tidak
diketahui keberadaannya;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon
Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi
kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau
lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau
penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala
Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan

Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala

Desa yang bersangkutan.

Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) Bupati

melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
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12. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

13.

14.

Pasal 70

Dihapus.

Ketentuan Pasal 77 huruf f dihapus, sehingga Pasal 77
berbunyi sebagali berikut:

Pasal 77

Perangkat Desa Sebagajmana dimaksud dalam Pasal
72 diangkat dari warga Desa yang memenuhi
persyaratan:

a.
b.
C.

I

k.

warga negara Republik Indonesia;

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
berpendidikan paling rendah sekolah menengah
umum atau yang sederajat;

berusia 20 (dua puluh) tahun sampat dengan 42
(empat puluh dua) tahun;

dihapus;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang
bersangkutan mengumumkan secara juur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan
pengadilan vyang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

berbadan sehat; dan

berkelakuan baik, jujur dan adil.

Ketentuan Pasal 83 ayat (2) diuﬁah dan setelah ayat (2}
ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5), sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 83

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat
Desa; atau

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b,
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan
disampaikan kepada Camat paling lambat 14
(empat belas) hari setelah ditetapkan.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ wajib
dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(5) Rekomendasi  tertulis Camat  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada
persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Ketentuan Pasal 84 dihapus.
Pasal 84
Dihapus.

Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 di sisipkan 5 (lima)
Pasal yakni Pasal 84A, Pasal 84B, Pasal 84C, Pasal
84D dan Pasal 84E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

(1) Perangkat Desa  diberhentikan sementara oleh
Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Pemberhentian  sementara  Perangkat  Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau
tindak pidana terhadap keamanan negara;

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 {lima)
tahun  berdasarkan register perkara di
pengadilan,; |

¢. tertangkap tangan dan ditahan; dan

d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa
yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a dan
huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan
kepada jabatan semula.

Pasal 84B

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat

Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong

dilaksanakan oleh pelaksana tugas Yang dirangkap

oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat

perintah tugas yang tembusannya disampaikan

kepada bupati melalui camat paling lambat 7

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong

paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa

yang bersangkutan berhenti.

Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan

cara: :

a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di
lingkungan pemerintah Desa; dan

b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat
Desa .

Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

Tata cara mutasi jabatan antar Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf a diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. '
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Pasal 84C

Selain  penghasilan  tetap. Perangkat Desa
menerima jaminan  kesehatan, juga dapat
menerima tunjangan tambahan penghasilan dan
penerimaan lainnya yang sah dengan
memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat
Desa.

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 84D

Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat
menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan
dibebaskan sementara dari jabatannya selama
menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya
sebagai pegawai negeri sipil. .

Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat
menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai
pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan
Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah
yang bersumber dari APBDes.

Pasal 84E

Perangkat Desa yang diangkat sebelum
ditetapkannya  Peraturan Daerah ini tetap
melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya
berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yvang diangkat secara periodisasi yang telah habis
masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam
puluh} tahun dapat diangkat sampai dengan usia
60 (enam puluh) tahun.

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 85

Ketentuan mengenai urusan, pelaksana teknis,
pengangkatan dan pemberherntian Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal
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ayat (2), dan Pasal 78 diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) diubah,
sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 109

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari
ADD. | |
Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan
penghitungan sebagai berikut:
a. ADD yvang berjum'lah kurang dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 60% (enam puluh per

seratus);
b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampal dengan

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
digunakan antara Rp. 300.000.000,00 sampali
dengan paling banyak 50% (lima puluh per
seratus); :

c. ADD vang berjumlah lebih dari
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp900.000.000,00 ({sembilan
ratus juta rupiah) digunakan  antara
Rp350.000.000,00 sampai dengan paling
banyak 40% (empat puluh per seratus); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari
Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan antara Rp360.000.000,00 sampai
dengan paling banyak 30% (tiga puluh per
seratus). :

Pengalokasian batas maksimal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak
geografis.

Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:

a. Kepala Desa;

b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh
per seratus) dan paling banyak 80% {delapan
puluh per seratus) dari penghasilan tetap
Kepala Desa per bulan; dan
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c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling

sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling

banyak 60% (enam puluh per seratus) dari

penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 127 diubah yakni setelah ayat (7)
ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9),
sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 127

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 ayat (1} huruf a meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening Desa yang
merupakan hak Desa dalam 1 (satu} tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
Desa. .

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 ayat (1), terdiri atas kelompok:

a. pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. transfer; dan

c. pendapatan lain-lain.

Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} huruf a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

d. lain-lain PADesa.

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) huruf a antara lain hasil BUMDesa, tanah
kas Desa. ,

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b antara lain tambatan perahu, pasar Desa,
tempat pémandian umum, jaringan irigasi.
Swadaya, partisipasi dan gotong royong
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf ¢ adalah
membangun dengan kekuatan sendiri yang
melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga,
barang yang dinilai dengan uang.

Lain-lain PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} huruf d antara lain hasil pungutan Desa.
Kelompok transfer sebagaimana dimaksud ayat (2}
huruf b, meliputi:

a. Dana Desa;
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b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi
Daerah; '

c. ADD;

d. bantuan keuangan dari APBD. Provinsi; dan

e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.

(9) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud ayat

(2) huruf ¢, meliputi:

a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang
tidak mengikat; dan

b. lain-lain pendapatan Desa yang sah,

Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 di sisipkan 1 (satu)
Paragraf yakni Paragraf SA dan diantara Pasal 127 dan
Pasal 128 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 127A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5A
Belanja

Pasal 127A

(1} Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes
digunakan dengan ketentuan :

a. paling sedikit 70% {tujuh puluh per seratus)

dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan

untuk mendanai penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan :

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari
jumlah  anggaran belanja Desa digunakan
untuk:

1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa;
2. operasional Pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan
Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber
dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
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(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok' sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk
tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa  selain penghasilan tetap dan tunjangan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 1.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan
tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 135

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 134 ayat (1) dilakukan secara bertahap
pada tahun anggaran berjalan.

(2) Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan BAB XVII, Pasal 210 dihapus.

BAB XVII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Pasal 210
Dihapus.
Ketentuan Pasal 211 dihapus.

Pasal 211

Dihapus.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setilap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Desember 2018

BUPATI LAMONGAN,
- ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHROHNUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 366-8 /2018



